SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 21.a TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi, menyatakan dalam menyusun Aksi
PK, Timnas PK melakukan penyelarasan dengan kebijakan
pemerintah pusat, kebijakan daerah, dan kebijakan
strategis Komisi Pemberantasan Korupsi;

. bahwa dalam rangka Implementasi Program Pencegahan

Korupsi  Terintegrasi  Pemerintah  Daerah, Komisi
Pemberantasan Korupsi menetapkan Indikator
Keberhasilan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Aksi
Pencegahan Korupsi, perlu disusun Rencana Aksi Program
Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kota
Banjar;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Banjar tentang Rencana Aksi Program
Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kota
Banjar Tahun 2021-2022;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);
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10.

11.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244) ;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

United Nations Convention Againts Corruption, 2003
(Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4620);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik
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Memperhatikan

Menetapkan

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar
Nomor 13);

: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Nomor : B/1447/KSP.00/70-73/03/2021 tanggal 1 Maret
2021 tentang Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan
Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG RENCANA AKSI

PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggaran pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK
adalah penjabaran fokus dan sasaran, area intervensi dan
indikator keberhasilan dalam rangka pencegahan korupsi.

6. Tim Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kota Banjar adalah wadah koordinasi lintas perangkat
daerah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di
Kota Banjar yang berkedudukan dan bertanggung jawab
kepada Wali Kota.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat
KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas
dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan
pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sesuai fungsi dan kewenangannya.

10. Monitoring Central of Prevention (MCP) adalah aplikasi yang
dibuat untuk memudahkan monitoring dari KPK, dan
Pemerintah Daerah bisa menyampaikan laporan tanpa
harus menunggu tim dari KPK datang untuk memonitor.

BAB II
AKSI PK

Pasal 2

Aksi PK Pemerintah Daerah Kota Banjar dilaksanakan setiap
tahun dan disusun untuk Tahun 2021 yang secara terpadu,
terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan perangkat
daerah teknis dan KPK.

Pasal 3

Aksi PK Pemerintah Daerah Kota Banjar berisikan area
intervensi, indikator keberhasilan serta aktivitas yang akan
dilaksanakan dalam rangka pencegahan korupsi.

Pasal 4

(1) Aksi PK Pemerintah Daerah Kota Banjar dilaksanakan
terintegrasi dengan menggunakan sistem teknologi
Informasi dalam Monitoring Central of Prevention (MCP)
melalui aplikasi JAGA.ID.

(2) Pemenuhan dan pelaksanaan Aksi PK dilakukan oleh
masing-masing Perangkat Daerah selaku pelaksana dari
area intervensi.

Pasal 5
(1) Aksi PK terdiri dari 8 (delapan) area intervensi, yaitu :
a. perencanaan dan penganggaran APBD;
pengadaan barang dan jasa;

perizinan;

a0 o

pengawasan APIP;

e. manajemen ASN;

f. optimalisasi pajak daerah;

g. manajemen aset daerah; dan
h. tata kelola keuangan desa.

(2) Aksi PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemantauan dan evaluasi Aksi PK dikoordinasikan oleh
Tim dalam jangka waktu 3 (tiga) bulanan.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi Aksi PK digunakan sebagai
bahan evaluasi Pencegahan Korupsi di lingkungan
Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 April 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 21.a



